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BUPATI BINTAN 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

  

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN 

 

NOMOR 9 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BINTAN, 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan 
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, 

antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya 
harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 

anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2014; 
 

  b. 
 

 
 

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 perlu 

ditetapkan dengan peraturan daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3896); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

    
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan - undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 
 

  6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

    
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4421); 

    
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 
12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4844); 
    
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbaangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

    

  10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688); 

    
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 

 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4090); 
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  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak  Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4138); 

 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139); 

    

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 
 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badaan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 

    
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4503); 

    
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4574); 

    
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4575); 

    
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 
    
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4577); 
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  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

    
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar 

Pelayanan Minimal  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

    
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
    

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 
2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18); 

    
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan  Kedua  Atas Peraturan 
Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah; 

    
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2014 ; 
 

    

 
Dengan persetujuan bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN 

dan 
BUPATI BINTAN  

 

MEMUTUSKAN  
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 

 
Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.958.808.155.127,-bertambah sejumlah 

Rp.114.543.182.595,63,- sehingga menjadi Rp.1.073.351.337.722,63,- 
dengan rincian sebagai berikut : 
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1. Pendapatan Daerah     
 a. Semula Rp. 833.624.789.429,-   

 b. Bertambah/berkurang Rp.   38.075.544.009,-   
     Jumlah Pendapatan 

    setelah Perubahan 

  Rp.           871.700.333.438,- 

2. Belanja Daerah     
 a. Semula Rp. 958.808.155.127,-   

 b. Bertambah/berkurang Rp. 114.543.182.595,63,-   

     Jumlah Belanja 
     setelah perubahan 

  Rp.   1.073.351.337.722,63,- 

                      Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.    (201.651.004.284,63,-) 
      

3. Pembiayaan Daerah :     

 a.          Penerimaan     
  1) Semula                                                 Rp. 128.983.365.698,-   
  2) Bertambah/berkurang Rp.   79.467.638.586,63,-   

  Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.      208.451.004.284,63,- 

 b. Pengeluaran     

  1) Semula Rp.      3.800.000.000,-   

  2) Bertambah/berkurang Rp.      3.000.000.000,-   

  Jumlah Pengeluaran 

Setelah Perubahan 

  Rp.           6.800.000.000,- 

       Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.      201.651.004.284,63,- 
      

      Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.                              0,-                      
 

Pasal 2 
 

1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
 a.          Pendapatan Asli Daerah     

  1) Semula   Rp. 158.216.620.000,-   
  2) Bertambah/berkurang Rp.     7.908.431.486,-   

  Jumlah pendapatan asli setelah perubahan                         Rp.     166.125.051.486,- 

 b. Dana Perimbangan      
  1) Semula   Rp. 589.745.909.258,-   

  2) Bertambah/berkurang Rp.        637.166.523,-   
  Jumlah dana perimbangan setelah perubahan                  Rp.     590.383.075.781,- 

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah    
  1) Semula   Rp.    85.662.260.171,-   
  2) Bertambah/berkurang Rp.    29.529.946.000,-   

  Jumlah lain-lain pendapatan daerah yg sah setelah  
Perubahan 

Rp.      115.192.206.171,- 

        

2. 
Pendapaatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis 

 pendapatan : 
 a.          Pajak Daerah   

  1) Semula   Rp.  124.219.000.000,-   
  2) Bertambah/berkurang Rp.    (246.784.521,-)   
  Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan                           Rp. 123.972.215.479,- 

 b.          Retribusi Daerah     

  1) Semula   Rp.    10.255.400.000,-   

  2) Bertambah/berkurang Rp.      1.427.600.000,-   

  Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan                      Rp.         11.683.000.000,- 

     


